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ABSTRAK 
Perkembangan penyalahgunaan dan 
penyelundupan narkotika di Indonesia saat ini 
semakin tinggi, apakah melalui perjalanan 
darat, laut, dan pelabuhan udara, dan atau 
dengan cara-cara lainnya. Dengan semakin 
maraknya peredaran narkotika, maka 
permasalahan penyalah-gunaan narkotika yang 
menjadi konsentrasi dalam skripsi ini adalah 
faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya 
penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh 
orang dewasa termasuk anak-anak, peraturan-
peraturan apakah yang berkaitan dengan 
perlindungan pelaku penyalahgunaan narkotika 
dan psikotropika, faktor-faktor apakah yang 
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi 
kepolisian dalam tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 
yang dilakukan oleh orang dewasa termasuk 
anak, bagaimana prospek diskresi kepolisian 
dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
dan psikotropika. Indonesia sekarang ini 
termasuk negara yang darurat narkoba, karena  
penyebaran narkoba tidak pandang bulu, mulai 
dari kalangan bawah, menengah sampai ke 
atas, mulai dari preman, swasta, pengangguran, 
pelajar, pemerintah  bahkan aparatur negara 
sudah tersentuh dengan narkotika. 
Penyebaran dan sudah merajalela 
pemerintah memberikan tanggung jawab 
memalui Badan Narkotika Nasional (BNN) 
dan Kepolisian untuk bertindak dan 
memberantas dan menanggulangi peredaran, 
pengguna, dan pembuat bahan yang 
berhubungan dengan narkotika di Indonesia. 
Kata kunci: Diskresi Kepolisian, Tanggung jawab 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Polri) 
sebagai aparat penegak hukum umumnya, 
khususnya penyidik harus menegakkan hukum 
dan menjaga ketertiban masyarakat Dalam 
melaksanakan tugasnya seringkali melakukan 
diskresi. Karena hakikat dari penegakan hukum 
adalah merupakan proses penyesuaian antara 
nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku 
nyata, yang bertujuan untuk menciptakan 
keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu 
tugas utama penegak hukum adalah mencapai 
keadilan. 
Proses penegakan hukum, seperti 
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI telah 
mengatur mengenai wewenang penyidik Polri 
dalam perkara pidana, termasuk tindak Pidana 
Narkotika. Namun untuk merumuskan 
wewenang Polri secara tuntas dengan 
menyebut semua tindakan secara terperinci 
termasuk wewenang dan tugas tersebut, hal 
mana adalah tidak mungkin, karena tindakan-
tindakan tersebut banyak sekali dan beraneka 
ragam menurut situasi yang dialami atau 
dihadapi oleh petugas. 
Menurut petunjuk pelaksanaan proses 
penyidikan tindak pidana oleh Departemen 
Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian 
Negara RI, disebutkan bahwa penyidikan tindak 
pidana pada hakekatnya merupakan suatu 
upaya menegakkan hak-hak asasi manusia 
dalam rangka memulihkan terganggunya 
keseimbangan antara kepentingan individu dan 
kepentingan umum guna terciptanya keamanan 
dan ketertiban masyarakat. 
Seiring perkembangan teknologi dan 
komunikasi, penyebaran dan penyalahgunaan 
narkoba (narkotika dan psikotropika) telah 
menjangkau seluruh kalangan masyarakat 
termasuk anak-anak sehingga menyebabkan 
ketergantungan. Terhadap maraknya 
penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh 
orang dewasa termasuk anak-anak, Kapolri 
membuat diskresi terhadap pengguna narkoba 
yang masih di bawah umur, yang mana anak-
anak pengguna narkoba harus diperlakukan 
sebagai korban yang harus dilindungi dengan 
cara menempatkannya di lembaga rehabilitasi. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana Diskresi Kepolisian dalam 
Pertanggungjawaban Penanggulangan 
Tindak Pidana Narkotika ? 
2. Apakah Diskresi Kepolisian dalam 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tidak 
bertentangan dengan Unsur Kesalahan 
dalam Hukum Pidana ? 
C. METODE PENELITIAN 
Hukum normatif yang menggunakan data 
sekunder dan didukung dengan data primer. 
Data sekunder diperoleh dari penelitian 
kepustakaan. Data primer guna mendukung 
penelitian ini diperoleh melalui wawancara 
dengan beberapa narasumber. Data sekunder 
dan data primer dianalisis secara kualitatif. 
 
PEMBAHASAN 
A. Diskresi Kepolisian dalam 
Pertanggungjawaban Penanggulangan 
Pidana Narkotika. 
Diskresi merupakan keputusan dan/atau 
tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 
oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi 
persoalan konkret yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal 
peraturan perundang-undangan yang 
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya 
stagnasi pemerintahan. Namun, 
penggunaannya harus oleh pejabat yang 
berwenang dan sesuai dengan tujuannya 3. 
Sedangkan menurut Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan di dalam pasal 1 
angka 9 disebutkan: 
Diskresi adalah keputusan dan/atau 
tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 
oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi 
persoalan konkret yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal 
peraturan perundang-undangan yang 
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya 
stagnasi pemerintahan 4. 
Sampai saat ini, telah banyak pakar hukum 
yang memberikan definisi seputar asas diskresi. 
                                                          
3
 Lihat: Pengertian Diskresi dalam Kamus Online 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f3
5f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi. Diunduh 23 
April 2017. 
4
 Lihat: Pengertian Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 
1 angka 9. 
Menurut Saut P. Panjaitan, merupakan suatu 
bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas 
dalam pengertian wet matigheid van bestuur, 
jadi merupakan ”kekecualian” dari asas 
legalitas 5 . Dengan demikian diskresi dapat 
diartikan sebagai Wewenang Badan atau 
Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum 
lainnya yang memungkinkan untuk melakukan 
pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan 
atau tindakan faktual dalam administrasi 
pemerintahan. 
Tanggungjawab kepolisian saat ini adalah 
sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai 
aparat penegak hukum dalam proses pidana. 
Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan 
yang langsung berhadapan dengan masyarakat 
dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu 
fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat”. 
Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga 
menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan 
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri 
yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya 
hukum, terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia”. Dalam menjalankan tugas sebagai 
hamba hukum, polisi senantiasa menghormati 
hukum dan hak asasi manusia. 
Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan 
pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan 
tugas seorang anggota Polri menggunakan 
kemampuan profesinya terutama keahlian di 
bidang teknis kepolisian. 
Dalam menjalankan profesinya setiap insan 
kepolisian tunduk pada kode etik profesi 
sebagai landasan moral dimana secara 
universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada 2 
(dua), yaitu (1) menegakkan hukum dan 
memelihara keamanan serta ketertiban umum, 
dalam tugas yang pertama mengandung 
                                                          
5
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http://pengertian-
menurut.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-asas-
diskresi-menurut-para.html Diunduh 23 April 2017.  
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pengertian represif atau tugas terbatas yang 
kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-
undang hukum acara  pidana (KUHAP), 
sedangkan (2) mengandung pengertian 
preventif atau tugas mengayomi adalah tugas 
yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa 
saja asal keamanan terpelihara dan tidak 
melanggar hukum itu sendiri 6. 
Dalam menjalankan kode etik profesi Polri 
mencakup norma prilaku dan moral yang 
dijadikan pedoman sehingga menjadi 
pendorong semangat dan rambu nurani bagi 
setiap anggota untuk pemulihan profesi 
kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan 
harapan masyarakat. Oleh arena itu, polisi 
harus benar-benar jadi pelindung, pengayom 
dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak 
hukum yang bersih agar tercipta clean 
governance dan good governance.7 
Pelaksanaan tanggungjawab, ada dua unsur 
yang mempengaruhi tugas Polisi, yaitu unsur 
bahaya dan unsur kewenangan, termasuk 
kewenangan untuk melakukan tindak 
kekerasan atau diskresi. Unsur bahaya 
membuat polisi selalu curiga, sedang unsur 
kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah 
menjadi kesewenang-wenangan atau 
penyalahgunaan wewenang. Dalam psikologi, 
konflik peran ini bisa menimbulkan perilaku 
agresif  8. 
Etika profesi kepolisian merupakan 
kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai 
oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri 
setiap anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam wujud komitmen moral yang 
meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan 
kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode 
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari: 
a. Etika pengabdian merupakan komitmen 
moral setiap anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia terhadap profesinya 
sebagai pemelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegak hukum 
serta pelindung, pengayom dan pelayan 
masyarakat. 
                                                          
6
  Kunarto. Perilaku Organisasi Polri. Jakarta. Cipta 
Manunggal. 2012. Hal. 111 
7
  Ibid. hal: 97 
8
  Sarwono. S.W. Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka. 
1997. Hal. 313 
b. Etika kelembagaan merupakan komitmen 
moral setiap anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia terhadap institusinya 
yang menjadi wadah pengabdian yang patut 
dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin 
dari semua insan Bhayangkara dan segala 
martabat dan kehormatannya. 
Etika kenegaraan merupakan komitmen 
moral setiap anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan institusinya untuk 
senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak 
terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan 
dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
B. Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi kaitannya dengan Unsur 
Kesalahan  dalam Hukum Tindak Pidana. 
Menentukan kebijakan penegakan hukum 
dalam tugas polisi merupakan tugas kepolisian 
seperti yang di tuangkan dalam KUHAP, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982. Dalam 
tindak Pidana Narkotika, suatu perbuatan yang 
dapat dipidana oleh hukum, maka harus 
dipenuhi beberapa unsur actus reus dan mens 
rea, yakni unsur esensial dari kejahatan yakni 
keadaan siakp batin 9. 
Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu 
telah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum atau bersifat melawan hukum. 
Jadi meskipun perbuatanya memenuhi 
rumusan delik dalam undang-undang dan tidak 
di benarkan, hal tersebut belum memenuhi 
syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu 
pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu 
bahwa orang yang melakukan perbuatan itu 
mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective 
guilt). Di sini berlaku apa yang di sebut atas 
“tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe 
ohne schuld, atau geen straf zonder schuld ) 
atau “nulla poena siene culpa”. 
Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka 
dapat di katakan bahwa kesalah terdiri atas  
beberapa unsur ialah : 
1. Adanya kemampuan bertanggungjawab 
pada si pembuat ( Schuldfahigkeit atau 
Zurechnungsfahigkeit) : artinya keadaan 
jiwa si pembuat harus normal 
                                                          
 
9
 Lihat: Siswanto: Pidana, Jenis Sanksi Pidana 
Narkotika, dalam Politik Hukum Undang-Undang 
Narkotika. Siswanto. Rineka Cipta. Jakarta 2012. Hal. 251  
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2. Hubungan batin antara si pembuat 
dengan perbuatanya berupa kesengajaan 
(dolus) atau keapaan (culpa) : ini di sebut 
bentuk-bentuk kesalahan. 
3. Tidak adanya alasan yang menghapus 
kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf 
10. 
Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila 
ketiga unsur ada, maka orang yang 
bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau 
mempunyai pertanggungjawaban pidana, 
sehingga bisa di pidana. Sekalipun kesalahan 
telah di terima sebagai unsur yang menentukan 
pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, 
tetapi mengenai bagaimana memaknai 
kesalahan masih terjadi saling perdebatan di 
kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda 
mengenai makna kesalahan, dapat 
menyebakan perbedaan dalam penerapanya. 
Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan 
dengan sendirnya menentukan ruang lingkup 
pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. 
Dalam pengertian tindak pidana termasuk 
pertanggungjawaban pidana. 
Tindakan pidana hanya menunjuk kepada 
dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan 
suatu pidana. Namun orang yang melakukan 
tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana 
sebagaimana yang di ancamkan, hal ini 
tergantung pada “apakah dalam melakukan 
perbuatan ini orang tersebut mempunyai 
kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam 
pertanggungjawaban dalam hukum pidana.”  
“Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (geen 
straf zonder schuld: actus non facit reum nisi 




Diskresi Kepolisian adalah kebijaksanaan dalam 
wewenang pejabat polisi untuk memilih 
bertindak secara hukum dalam menjalankan 
tugasnya khususnya Penanganan Tindak Pidana 
Narkotika, walapun dapat dianggap 
bertentangan dengan tugas dan 
tanggungjawab, akan tetapi dianggap tidak 
melanggar hukum. Diskresi sebagai kebijakan 
membolehkan Polisi untuk memilih berbagai 
peran seperti: memelihara ketertiban, 
menegakan hukum atau melindungi 




masyarakat. Diskresi pada umumnya dikaitkan 
kepada dua konsep yaitu penagakan hukum 
yang selektiv dan efektiv untuk Law 
Enforcement yang berhubungan dengan 
Penanggulangan Pengguna, Penylaur, dan 
Pembuat Bahan Narkotika. Penindakan yang 
dilakukan adalah suatu bentuk diskresi yang 
administrasi di mana polisi yang bertugas 
melakukan tindakan pembuat kebijakan atau 
tanpa perintah pemimpin menentukan prioritas 
bagi berbagai tugas yang dilaksanakan. 
 
B. SARAN 
Penerapan Diskresi Kepolisian pada Tindak 
Pidana Narkotika, oleh pihak penyidik, harus 
menerapkan kebijaksanaan yang obyektif tidak 
melihat subyektifitas pelakunya akan tapi 
melihat bagaimana penyelesaian kasus tersebut 
dapat diterapkan tindakan diskresi atau 
kebijaksanaan yang bukan menimbulkan tindak 
pidana lain. Penerapan Diskresi Kepolisian yang 
bersifat penegakan hukum harus benar-benar 
berlandaskan norma-norma hukum dan hukum 
adat serta kepatutan dalam masyarakat sebagai 
upaya penegakan, penanggulangan dan 
rehablitasi bagi para pengguna, dan calon 
pengguna termasuk pembuat dan pengedar 
narkotika Kepolisian sebagai alat Negara yang 
sama kedudukanya dengan alat Negara yang 
lainya, menjadi pengayom dalam penegakan 
hukum dengan pola dan sistem yang transparan 
khususnya penegakan hukum Tindak Pidana 
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